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Walikota Tasikmalaya 
Provinsi Jawa Barat 

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA 

NOMOR 24 TAHUN 2016  
 

TENTANG 
 

KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA TASIKMALAYA, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) 

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu membentuk 
Peraturan Walikota tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan 

Pemerintah Kota Tasikmalaya; 

Mengingat :

  

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5071);  

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 5234);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286);  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 

tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintah Daerah; 
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7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 

19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan        
Klasifikasi Arsip; 

8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah 

Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 163, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

 
Menetapkan 

 
: 

 
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA. 
 
   

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :    

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 

2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.  

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 
diterima oleh lembaga organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

6. Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan 
masalah yang termuat didalamnya dan merupakan 

pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan 
kembali arsip. 

7. Klasifikasi Masalah adalah Penggolongan Arsip yang 

didasarkan atas isi masalah yang terdapat di dalam arsip. 

8. Kode Klasifikasi Arsip adalah merupakan bagian dari 

klasifikasi arsip yang menjadi tanda pengenal urusan 
dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun 

terhadap letak berkas di tempat penyimpanan. 

9. Kode Komponen adalah tanda pengenal komponen unit 
pengolah yang mengolah atau menangani naskah dinas 

dan ditulis dengan huruf ditempatkan dibelakang nomor 
urut. 
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10. Kode Pembantu adalah kode pelengkap yang tidak dapat 

dipakai tersendiri yang merupakan bentuk penyajian dari 
masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu 

timbul berkaitan dengan masalah lainnya dan ditulis 
ditambahkan dibelakang kode yang memerlukan perincian 

lebih lanjut. 

11. Nomor Urut adalah nomor urut naskah dinas yang dimulai 
dengan angka 01 dan seterusnya sebagai sarana 

inventarisasi jumlah naskah dinas, meliputi permulaan 
tahun dan nomor urut dimulai dengan angka 01. 

12. Indeks adalah Ciri atau tanda dari naskah dinas berupa 
kata rangkap yang akan dijadikan petunjuk dan tanda 

pengenal untuk memudahkan penemuan kembali arsip. 

13. Indeks Kaitan adalah indeks yang terdiri dari himpunan 
nama nama masalah dan kaitannya yang terdapat dalam 

pola klasifikasi yang disusun dalam urutan abjad dengan 
diikuti kodenya. 

 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai 

pedoman dalam penggunaan kode Klasifikasi Arsip            
di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.  

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk : 
a. mewujudkan tertib tata kelola kearsipan di lingkungan 

Pemerintah Daerah; dan 

b. memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi arsip. 
 

 
BAB III 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi hal-hal yang 
berkenaan dengan klasifikasi arsip yang berlaku di 

lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, yaitu: 

a. klasifikasi masalah; 

b. penetapan kode klasifikasi; dan 

c. tata cara klasifikasi arsip. 
 

BAB IV 
KLASIFIKASI MASALAH 

 
Pasal 4 

(1) Klasifikasi arsip berdasarkan masalah dibagi menjadi 3 
(tiga)  klasifikasi yaitu :  

a. klasifikasi masalah; 

b. klasifikasi sub masalah; dan 



- 4 - 
 

 

c. klasifikasi sub sub masalah. 

(2) Klasifikasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)    

huruf a, adalah sebagai berikut:  

a. umum; 

b. pemerintahan; 

c. politik; 

d. keamanan dan ketertiban; 

e. kesejahteraan; 

f. perekonomian; 

g. pekerjaan umum; 

h. pengawasan; 

i. kepegawaian; dan 

j. keuangan. 

 
 

BAB V 

PENETAPAN KODE KLASIFIKASI 
 

Pasal 5 

(1) Klasifikasi arsip berdasarkan kode masalah dibagi menjadi 

3 (tiga), yaitu:  

a. klasifikasi kode masalah; 

b. klasifikasi kode sub masalah; dan 

c. klasifikasi kode sub sub masalah. 

(2) Klasifikasi arsip berdasarkan kode masalah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan                
sebagai berikut :  

a. 000 untuk kode masalah umum; 

b. 100 untuk kode masalah Pemerintahan; 

c. 200 untuk kode masalah Politik; 

d. 300 untuk kode masalah Keamanan dan Ketertiban; 

e. 400 untuk kode masalah Kesejahteraan; 

f. 500 untuk kode masalah Perekonomian; 

g. 600 untuk kode masalah Pekerjaan Umum; 

h. 700 untuk kode masalah Pengawasan; 

i. 800 untuk kode masalah Kepegawaian; dan 

j. 900 untuk kode masalah Keuangan. 

 

 

BAB VI 
TATA CARA PENGGUNAAN KLASIFIKASI ARSIP 

 
Pasal 6 

Tata cara penggunaan kode klasifikasi arsip tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku  pada tanggal 2 Januari 
Tahun 2017. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya. 
 

 
 

 
 
Ditetapkan di Tasikmalaya 

pada tanggal 1 Juni 2016    

 WALIKOTA TASIKMALAYA, 

 
              

                  ttd. 
 
 

       H. BUDI BUDIMAN 
 

 
Diundangkan di Tasikmalaya 

pada tanggal 1 Juni 2016   

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 
 

 
              ttd. 

 

                     H. I. S. HIDAYAT  

 

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 280 


